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Abstract

Currently, the trend of internet use continues to increase, including in Indonesia. The internet is believed to be able to support community empowerment and improve welfare. For this reason, digital technology is required to be able to reflect the needs of all levels of society, including people with disabilities. This is a great opportunity for people with disabilities to benefit from digital information, products and services to live more independent lives. This article discusses how digital technology, especially the internet, is used by people with disabilities, including the obstacles that accompany it. This research uses a literature review method by collecting data through observation and literature study. The research results show that there is a digital gap between people with disabilities and non-disabled people in Indonesia. The main obstacles in creating an inclusive digital space are awareness, motivation, access to ownership, access to use, access to affordability of digital technology, digital skills, adaptive technology, certainty of digital protection & security as well as policy and regulatory support. However, efforts were also found to implement good digital inclusion practices by reducing the digital divide through policy support, infrastructure improvements, empowerment activities and increasing public awareness.
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Abstrak

Saat ini tren penggunaan internet terus meningkat termasuk di Indonesia. Internet diyakini mampu mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, teknologi digital dituntut mampu mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menjadi peluang besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan manfaat dari informasi, produk, dan layanan digital untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Artikel ini membahas bagaimana teknologi digital terutama internet digunakan, dimanfaatkan penyandang disabilitas, termasuk hambatan yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan digital antara penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas di Indonesia. Hambatan utama dalam menciptakan ruang digital yang inklusif adalah kesadaran, motivasi, akses kepemilikan, akses penggunaan, akses keterjangkauan terhadap teknologi digital, keterampilan digital, teknologi adaptif, kepastian akan perlindungan & keamanan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi. Namun, ditemukan juga upaya untuk menerapkan praktik baik inklusi digital dengan mengurangi kesenjangan digital melalui dukungan kebijakan, perbaikan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
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Pendahuluan
Seiring berkembangnya teknologi menuju serba digital, tren penggunaan internet terus meningkat hampir diseluruh negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk tertinggi di dunia dan terus mengalami peningkatan secara signifikan dalam penggunaan teknologi digital. Menurut laporan We are Social (2023) Pada awal tahun 2023 pengguna internet di Indonesia menembus angka 212,9 juta dan akan terus bertambah hingga 215 juta pengguna pada akhir tahun 2023.
Peran teknologi digital dan internet diyakini mampu mendukung pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi sering kali ditampilkan sebagai kekuatan transformatif yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Solusi digital memungkinkan untuk mempersingkat cara kerja sebelumnya yang lebih tradisional dan berpotensi mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Pankajam (2018) yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan prosesnya dapat dipadukan dengan digitalisasi. Transformasi digital membantu perusahaan atau korporasi untuk memperoleh manfaat efisiensi, membantu negara menjalankan pemerintahan secara efektif, memudahkan akses terhadap layanan publik, dan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia menawarkan banyak peluang, hingga saat ini pemerintah maupun pasar terus berfokus pada pengembangan konten yang inovatif dan menarik, serta memanfaatkan platform teknologi digital untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Untuk itu, teknologi digital dituntut mampu mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Terlebih lagi, pembangunan yang inklusif terhadap kelompok disabilitas sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang tujuan utamanya untuk memastikan tidak ada satu kelompok pun yang ditinggalkan dalam proses pembangunan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa  penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 10 persen dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat jumlah penduduk disabilitas di Indonesia sebanyak 22,5 juta jiwa. Sedangkan menurut Survei Ekonomi Nasional tahun 2020 bahwa terdapat 28,05 juta penduduk disabilitas. Sebanyak 6,1 juta orang dengan kategori disabilitas berat terdiri dari 1,2 juta orang dengan disabilitas fisik, 3,07 juta orang dengan disabilitas sensorik, 149 ribu orang dengan disabilitas mental, dan 1,7 juta orang dengan disabilitas intelektual (S. Gandhawangi, 2023). Data tersebut sifatnya hanya prediksi jumlah saja, belum dapat dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk disabilitas secara akurat karena diyakini masih terdapat fenomena gunung es terkait data disabilitas di Indonesia.
Dengan besarnya gelombang transformasi digital, diharapkan juga terbuka peluang besar bagi penyandang disabilitas untuk memanfaatkan informasi, produk, dan layanan digital untuk menjalani hidup yang lebih mandiri. Menurut Raja (2016), gelombang tranformasi digital dapat menciptakan paradigma baru yang mendorong inklusifitas serta mampu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas secara utuh. Hal ini karena teknologi informasi memungkinkan pasar global melakukan interaksi dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, teknologi saat ini semakin memudahkan akses bagi penyandang disabilitas dan memungkinkan individu penyandang disabilitas mendapatkan layanan pemerintah secara mandiri, mendapatkan pendidikan dan mengakses informasi pekerjaan (Raja, 2016).
Berdasarkan hal tersebut, inklusi digital menjadi isu sosial yang semakin penting untuk dijadikan perhatian baik aspek peluang maupun pertimbangan mengenai hak asasi manusia, bahasa, masalah identitas, ketenagakerjaan, partisipasi, kesetaraan, sosial, keterlibatan komunitas dan masyarakat, serta peluang terkait dengan teknologi digital (Poerwanti, 2017 & Warschauer, 2003). Artikel ini membahas bagaimana teknologi informasi digital khususnya terkait kesadaran, motivasi, akses kepemilikan, akses penggunaan internet, keterjangkauan, keterampilan dan kebutuhan akan teknologi adaptif serta hambatan dan tantangan para penyandang disabilitas dalam mewujudkan inklusi digital di Indonesia.

Metode
Literatur review menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi pustaka baik berupa buku, maupun artikel ilmiah terkait inklusi digital. Artikel ini diarahkan pada studi menyeluruh terhadap dokumen relevan dari literatur yang tersedia. Basis data sumber pustaka untuk kajian penelitian implementasi kerangka inklusi digital diperoleh dengan menggunakan kata kunci “digital inclusion“ dan “digital divide” pada aplikasi Publish or Perish 8, kemudian direduksi kembali dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu “disability person” dengan seting lokasi di Indonesia, sedangkan konsep teoritis digali dari berbagai sumber lainnya.

Pembahasan
[image: ]Mengadopsi definisi inklusi digital menurut Sanders (2020) yaitu keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk mencari solusi terhadap permasalahan peluang, akses, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pemanfaatan teknologi, dan khususnya internet. Beberapa istilah serupa dan diartikan sama dengan inklusi digital, misalnya kapabilitas digital, partisipasi digital, dan literasi digital. Hal ini pada dasarnya menekankan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet, dengan tujuan meningkatkan kehidupan mereka dan membantu mereka mengatasi kekurangan lainnya (The Wales Co-operative Center with Carnegie UK Trust, 2018).

Aspek kunci dalam mewujudkan inklusi digital menurut Dijk (2005) terdiri dari akses motivasi, akses material, akses keterampilan, dan akses penggunaan. Akses motivasi pada prinsipnya ditentukan oleh sikap penyandang disabilitas terhadap teknologi. Akses material mencerminkan peluang dan sarana untuk mengakses teknologi. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah akses terhadap keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi. Dengan demikian, akses terhadap keterampilan mencerminkan perolehan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efisien dan efektif. Yang terakhir adalah akses terhadap penggunaan teknologi.
Pernyataan di atas didukung oleh konsep Molnar (2003) yang menjelaskan bahwa ada tiga jenis kesetaraan digital, yaitu pertama, kesetaraan akses atau kesenjangan digital tahap awal (early stage digital equality), yaitu kepemilikan akses pada teknologi digital. Kedua, penggunaan atau kesenjangan digital primer (primary digital gap) yang mengacu pada penggunaan teknologi digital di masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, quality of use atau kesetaraan digital lapis kedua yang berfokus pada kualitas penggunaan teknologi digital pada penyandang disabilitas yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 1. Framework Inklusi Digital

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan mengenai inklusi digital sangatlah kompleks, untuk itu The University of Sussex dan NHS Sussex (2022) membantu menguraikan seluruh dimensi konsep-konsep sebelumnya terkait inklusi digital dalam suatu kerangka seperti pada gambar 1.1.
Berdasarkan kerangka ini, inklusi digital di Indonesia dapat dianalisis lebih lanjut melalui enam komponen: kesadaran akan manfaat digitalisasi, motivasi menggunakan teknologi digital, akses terhadap kepemilikan & keterjangkauan, dukungan keterampilan dan teknologi, akses terhadap teknologi yang dapat diakses dan digunakan, kepercayaan, pedoman & dukungan yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk mengakses ruang digital.

Kesadaran akan manfaat teknologi digital 
Sebagian besar penyandang disabilitas telah menyadari bahwa pesatnya pergeseran teknologi mengharuskan mereka beradaptasi dengan teknologi digital. Adanya teknologi digital mereka yakini dapat memudahkan kehidupan mereka, khususnya dalam hal komunikasi. Dengan internet, penyandang disabilitas dapat mengurangi mobilitas fisiknya sehingga semakin meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan kreativitasnya. Misalnya dengan memiliki ponsel dan akses internet, mereka semakin mudah mengelola keuangan digital, bertransaksi, berkomunikasi lintas daerah, mengakses informasi dengan cepat, dan membuka peluang pengembangan diri.
Kesadaran akan manfaat teknologi digital tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dan toleransi publik akan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusi terutama dalam penggunaan teknologi digital agar mengikis stigma, diskriminasi dan marginalisasi sosial lainnya yang turut menjadi penyebab kesenjangan digital antara kelompok disabilitas dan non-disabilitas. (Daroini, S., & Jumriyah, J, 2020).
[bookmark: _Hlk148016656] 


Motivasi dalam pengggunaan teknologi digital
Dijk (2006) menganggap aspek motivasi lebih penting dibandingkan akses materil. Sebelum memiliki telepon genggam atau komputer untuk mengakses internet, penyandang disabilitas harus memiliki motivasi terlebih dahulu. Akan sia-sia jika penyandang disabilitas memiliki akses tetapi mereka tidak memiliki keinginan untuk menggunakannya. Secara umum, motivasi dan minat penyandang disabilitas untuk mengakses teknologi digital tampaknya masih lemah. Faktor ekonomi, keterbatasan fisik, rendahnya dukungan sosial, ketersediaan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, keterampilan menguasai teknologi digital menjadi penyebab minimnya motivasi penyandang disabilitas.
Selain itu, Onitsuka, Hidayat, dan Huang (2018) menambahkan bahwa usia juga menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi penggunaan teknologi digital, semakin muda seseorang mengenal internet maka akan semakin mudah mereka menggunakannya di masa depan, dan sebaliknya. 

[image: ]Gambar 2. Piramida penduduk Indonesia
Gambar 3. Piramida penduduk disabilitas Indonesia
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Sumber : BPS (2019) & Susenas (2020)
Jika melihat data demografi Indonesia, menunjukkan bahwa piramida usia kelompok penyandang disabilitas bertolak belakang dengan piramida usia populasi Indonesia (Gambar 2 & 3). Hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat kecenderungan jumlah penyandang disabilitas didominasi oleh penduduk usia lanjut. Sejalan dengan menurunnya fungsi fisik dan mental/emosional karena proses penuaan dengan demikian motivasi penggunaan teknologi digital jauh dari motivasi yang dimiliki oleh kelompok non-disabilitas.

Akses kepemilikan, akses penggunaan & keterjangkauan
Akses terhadap informasi erat kaitannya dengan akses terhadap media komunikasi dan informasi, serta kemampuan berkomunikasi. Di era teknologi, telepon seluler, komputer, dan internet telah menjadi media penting untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di Indonesia, akses kepemilikan dan penggunaan ponsel dan laptop oleh penyandang disabilitas tergolong rendah.
Hal ini terlihat dari data Susenas tahun 2020 (Gambar 4) yang menunjukkan bahwa selama tiga tahun presentasi kepemilikan telepon telepon genggam penyandang disabilitas selalu dibawah kelompok non-disabilitas. Pada tahun 2020 terlihat trennya semakin menurun, hanya 36,7% penyandang disabilitas yang memiliki akses kepemilikan ponsel atau laptop, sedangkan kelompok non-disabilitas sebesar 59,4%.

Gambar 4.
[image: ]Grafik perbandingan kepemilikan telepon genggam penyandang disabilitas dan non-disabilirtas
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021
Selain angka kepemilikan yang rendah, tidak semua penyandang disabilitas yang memiliki telepon genggam tersebut telah tersambung dengan internet. Masih dalam sumber yang sama, diketahui hanya sekitar 18,9% penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap internet sedangkan non-disabilitas sebesar 52,7% (Gambar 5). 

Gambar 5.
Grafik perbandingan kepemilikan akses internet penyandang disabilitas dan non-disabilirtas
[image: ]Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021

Hal ini membatasi kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia digital, mengakses sumber daya pendidikan, terlibat dalam komunikasi online, dan memanfaatkan layanan digital. Terbatasnya Akses terhadap Teknologi berarti bahwa penyandang disabilitas adalah salah satu komunitas yang paling kurang terlayani, kurang memiliki akses terhadap konektivitas internet yang andal dan perangkat teknologi penting (Ambon dkk., 2023).
Pernyataan di atas didukung pula oleh data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan hanya sekitar 9% dari total jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia yang memiliki akses digital. Berdasaarkan angka tersebut maka semakin nyata pula keterpurukan penyandang disabilitas memperoleh hak atas akses digital. Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas cenderung merasa terintimidasi oleh teknologi digital dan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas.

Keterampilan Digital
Tidak dapat dipungkiri pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun inklusi digital. Tidak hanya meningkatkan keterampilan individu penyandang disabilitas dalam mengelola kompleksitas teknologi tetapi juga mendorong individu untuk menggunakan teknologi dalam kehidupannya. (Cruz-Jesus dkk., 2016). 
Jika dilihat berdasarkan angka partisipasi penyandang disabilitas pada pendidikan formal, data Bappenas (2020–2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia tergolong rendah dimana 50% dari seluruh penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki ijazah. Dengan kata lain, terdapat sekitar 50% penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan. Sedangkan 50% lainnya belum dapat dipastikan tingkat pendidikannya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas, peluang bersaing di pasar kerja formal pun semakin rendah. Selain itu, diketahui bahwa penyandang disabilitas cenderung terlambat untuk mengenyam bangku sekolah, baik karena disabilitas yang dimilikinya maupun karena ketidaktahuan keluarga dan lingkungannya mengenai pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas (BRIN, 2022).
Kesempatan kedua mungkin bisa didapatkan oleh penyandang disabilitas melalui pendidikan informal, namun karena stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas menyebabkan rendahnya harga diri mereka. Ketidakberdayaan ini dapat membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mencari dukungan dan bantuan.  Pengalaman negatif yang dihadapi oleh banyak penyandang disabilitas ini juga yang dapat memengaruhi motivasi untuk mempelajari keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi digital. 
Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah ini menjadi salah satu penyebab kesenjangan keterampilan digital antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas (Widjaja et.al, 2020). Indonesia sendiri saat ini masuk dalam kategori kesenjangan level 2 terutama dalam kesenjangan keterampilan digital. Dimana dari 34 provinsi di Indonesia, mayoritas masyarakatnya memiliki peluang lebih rendah untuk memiliki keterampilan digital dibandingkan penduduk perkotaan khususnya DKI Jakarta. Terdapat enam provinsi di kawasan timur Indonesia yang tercatat sebagai provinsi terendah dalam tingkat keterampilan digital. Uniknya, provinsi Bali yang berada di timur Indonesia menunjukkan peluang lebih besar dalam literasi digital, keterampilan komunikasi dan kolaborasi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta (East Venture 2020, 2021; East Ventures 2022).
Digitalisasi yang pesat di seluruh Indonesia berdampak juga pada perubahan permintaan keterampilan. Sebagaimana kita ketahui, kualitas sumber daya manusia terutama penyandang disabilitas masih jauh dari kata baik. Kesenjangan keterampilan digital masih terjadi karena kepemilikan telepon genggam tidak berbanding lurus dengan penggunaan dan kemanfaatan teknologi digital. Teknologi dan perangkat yang digunakan masyarakat serta keterampilan digital mereka menentukan peluang mereka dalam keseharian. Penyandang disabilitas yang paham akan cara menggunakan internet akan mendapatkan manfaatnya. Lebih lanjut, meskipun saat ini semakin banyak program peningkatan keterampilan digital telah dilakukan, pemerintah masih belum mampu mengurangi jarak gap keterampilan digital antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas (Jayanthi et.al, 2022).

Teknologi adaptif
Akses tidak hanya sekedar kepemilikan teknologi dan perangkat internet, namun juga akses dalam memperoleh teknologi adaptif yang dirancang khusus bagi pengguna penyandang disabilitas dengan segala keunikannya. Menjadi persoalan tersendiri dimana sangat sedikit sekali perangkat digital yang ramah terhadap pengguna penyandang disabilitas. Pemenuhan kebutuhan akan teknologi adaptif sebagai sebuah alat bukan saja mahal namun dan sulit dipelajari, namun juga dalam pengembangannya sangat lambat. Sebagai contoh teknologi adaptif adalah pembaca layar (screen reader), aplikasi pembesaran (magnification applications), alat identifikasi percakapan (speech recognition software), Keyboard filters dan sebagainya.
Beberapa masalah yang sering ditemui dalam penggunaan teknologi adaptif misal pada sistem teknologi yang memungkinkan untuk menerjemahkan alfabet ke braille secara real-time. Teknologi adaptif ini memudahkan penyandang disabilitas netra dalam membaca teks, meski masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat memindai teks digital. Namun perlu digarisbawahi bahwa teknologi adaptif sangat sulit dijangkau karena memerlukan biaya tambahan yang tidak murah. Selain mahalnya harga yang harus dikeluarkan, tidak semua penyandang disabilitas netra mampu menggunakannya, setidaknya mereka harus mampu membaca braille atau sistem pembacaan tertentu.
Pasar dalam hal ini produsen perangkat teknologi adaptif juga kewalahan menghadapi tantangan dalam penyediaan teknologi yang mampu merangkul semua keunikan penyandang disabilitas. Seperti yang diketahui spektrum kereagaman dan derajat disabilitas sangatlah luas.  Hal tersebut berimbas pada semakin beragam pula kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi keterbatasannya. 
Walau demikian ditemukan pula praktik baik yang berasal dari inisiasi penyandang disabilitas sendiri. Dirilis dari portal Liputan6.com (2022), terdapat beberapa inovasi teknologi adaptif yang diapresiasi oleh kementerian sosial yaitu alat sensor ketinggian air minum pada gelas, kursi roda multiguna tongkat penuntun adaptif Kartini, sepeda motor disabilitas, dan inovasi Difabel Siaga Bencana (Difagana). Hal ini menunjukan adanya dorongan yang kuat untuk mendobrak stigma yang selama ini ada dimana disabilitas dianggap tidak berdaya, lemah dan memiliki keterbatan intelektual dibandingkan non-disabilitas.

Perlindungan dan keamanan digital 
Perkembangan teknologi digital tidak luput dari hadirnya kejahatan digital di dalamnya, hal ini juga menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas. Meningkatnya kekhawatiran mengenai aspek dan risiko negatif dari internet, seperti pelecehan, pencurian, kebocoran data, penipuan, dan dapat membatasi penggunaan teknologi digital dan internet (Anshori, 2023 & Iriantara 2009). Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, penyandang disabilitas semakin rentan ketika menggunakan ponsel mereka di tempat umum, mencoba melindungi informasi yang terlihat di layar mereka, atau mengidentifikasi tanda-tanda konten digital palsu ketika aksesibilitas terhadap dokumen atau layanan buruk (Chadwick, D.D, 2019).

Dukungan kebijakan dan regulasi 
 Regulasi dan kebijakan yang mendorong teknologi inklusif bagi penyandang disabilitas sangatlah penting (Zulkenedi, 2023). Hal ini untuk memastikan seluruh perangkat teknologi dapat digunakan dan diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali bagi mereka yang mempunyai hambatan dan berkebutuhan khusus. Adanya kebijakan dan implementasi yang baik dapat membantu dan menjadi pijakan yang tepat untuk mengatasi hambatan bagi penyandang disabilitas di ruang digital.
Oleh karena itu pengembangan regulasi dan kebijakan yang kuat berperan sangat penting dalam menjamin aksesibilitas ruang digital bagi penyandang disabilitas. Namun kebijakan dan peraturan harus sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan pola konsultasi menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan.
Indonesia memang berada pada tingkat inklusi terendah di sektor informasi dan teknologi. Namun, ditemukan pula upaya menciptakan ruang inklusi digital di masyarakat melalui kebijakan dan regulasi. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya memberikan dan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan dukungan, kewajiban dan pemenuhan berbagai hak penyandang disabilitas. Termasuk yang berkaitan dengan aksesibilitas ruang digital. Pada pasal 24, negara menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Pada pasal 24 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui berbagai media termasuk media digital. Selain itu, pada Pasal 24 huruf b, pemerintah juga menjamin terpenuhinya hak memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menjamin hak penyandang disabilitas untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah turut meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya undang-undang ini, institusi pemerintah dan swasta semakin sadar akan pentingnya mendukung dan menghormati keberadaan penyandang disabilitas (Widjaja et.al, 2020). Undang-undang ini menjadi landasan utama untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan aksesibilitas fisik. 
Secara umum UU No. 8 Tahun 2016 merupakan langkah positif dalam menciptakan ruang inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Namun sayangnya tantangan dalam proses implementasinya masih perlu diperhatikan lebih melalui berbagai upaya bersama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat umum. Melalui kerjasama yang baik, implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat pada umumnya.


Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tingkat inklusi terendah di sektor informasi dan teknologi. Hambatan utama dalam menciptakan ruang digital yang inklusif adalah motivasi dalam pengggunaan teknologi digital,sulitnya akses kepemilikan, penggunaan & keterjangkauan terhadap teknologi digital, keterampilan digital yang minim, sulitnya memperoleh teknologi adaptif, kepastian akan perlindungan dan keamanan digital serta dukungan 
Walau demikian, ditemukan juga semangat perubahan dalam upaya mewujudkan inklusi digital dengan mengurangi kesenjangan digital melalui dukungan kebijakan, perbaikan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dibutuhkan aktor-aktor yang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi digital bagi penyandang disabilitas di Indonesia, seperti Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, media massa, dan masyarakat.
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